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RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  

SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN 
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa 
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dengan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 
4.A/LHP/XIX.BJM/05/2025 tanggal 23 Mei 2025. 

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari 
salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern 
dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh 
langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan 
BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem 
pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu. 

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai 
berikut. 

1. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah pada lima SKPD belum memadai dan 
belum sesuai ketentuan diantaranya besaran tarif retribusi belum mengacu pada 
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024, sehingga 
mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kehilangan kesempatan 
memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp69.174.100,00; 

2. Pelaksanaan Belanja Modal atas 17 paket pekerjaan jalan irigasi dan jaringan pada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman tidak sesuai dengan kontrak, sehingga mengakibatkan 
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berisiko menerima aset dengan volume pekerjaan 
yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya; 

3. Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Hortikultura serta Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perkebunan dan Peternakan 
belum dilaksanakan secara tertib sehingga mengakibatkan adanya potensi kehilangan 
aset daerah yang dimanfaatkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 
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